BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan olehpenulis, dan
dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Surakarta didalam
menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di Surakarta
ada 5 (lima) diantaranya :

a. Melakukan penyelidikan, penyamaran, dan pengintaian, berpura-pura ikut
menjadi pemain judi sepak bola.

b. Melakukan kerjasama dengan pihak provider telepon seluler.

c. Menangkap tersangka dan menyita barang bukiti.

d. Menggunakan alat pelacak lokasi nomor telepon seluler.

e. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, dan kaum
muda yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Surakarta dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian sepak bola melalui SMS di
Surakarta adalah:

a. Masih banyaknya anggapan dari masyarakat bahwa bermain judi akan

membuat orang menjadi kaya dengan cepat.
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. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi

adanya perjudian di lingkungan mereka.

. Adanya kebocoran informasi sebelum diadakannya operasi dan

penggerebekan.

. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak

kepolisian untuk menjalankan tugasnya.

. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak

pidana perjudian.

. Sering dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut

umum kepada penyelidik.

. Kepolisian tidak dapat melakukan razia judi yang sifatnya spontanitas

bertepatan dengan pertandingan olah raga.

. Kepolisian lebih sering menjerat para Bandar dan kaki permainan judi

sepak bola melalui SMS dengan menggunakan pasal 303 KUHP yang
sebenarnya lebih tepat dengan menggunakan pasal 27 ayat (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

B. Saran

1.

Bagi pihak Binamitra diharapkan untuk bekerjasama dengan masyarakat,
dan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
masalah-masalah hukum dalam hal ini khususnya mengenai perjudian.

Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang

ditimbulkan dari bermain judi. Masyarakat hendaknya juga dapat
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membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana
perjudian di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.

Bagi polisi harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya
informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak tindak pidana perjudian

sepak bola melalui SMS yang disampaikan dapat diterima dengan baik
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